BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis atas kesesuain antara
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Implementasi peran
BPD dalam membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan bersama-

sama, penulis dapat menyimpulkan, yaitu:

1. Bahwa peran BPD Desa Sidorejo dalam membuat Rancangan Peraturan
Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah cukup baik, karena
BPD berperan sesuai aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Dalam melakukan tugasnya BPD selalu mementingkan kepentingan
masyarakat desa karena BPD merupakan wakil dari mereka dan BPD juga
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam melakukan tugasnya
terutama dalam membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan Perlu
juga ada variasi Peraturan Desa yang tidak hanya Peraturan Desa tentang
Anggaran Desa saja.

2. Dalam menjalankan tugasnya membuat Rancangan Peraturan Desa sampai
ditetapkan menjadi Peraturan Desa, BPD mempunyai beberapa kendala
yang sampai saat ini belum bisa diatasi antara lain Komunikasi, Financial,
dan Legal Drafting. Dengan adanya beberapa kendala pasti akan
mengurangi  kelincahan BPD dalam menjalankan tugasnya. Peran
Pemerintah Desa juga dalam meningkatkan peran BPD yang diperlakukan

sebagai mitra dengan cara-cara yang sudah optimal dengan mengajak
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selalu BPD untuk diskusi maupun agenda lainya yang berkaitan dengan

peristiwa yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Desa.

4.2. Saran

Berdasarkan  kesimpulan  pembahasan  tersebut, maka penulis
mengemukakan saran yang dapat diharapkan dapat bermanfaat untuk
meningkatkan peran BPD dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa sampai

ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yaitu:

1. BPD wajib berbenah diri dengan menempatkan keterwakilan perempuan
dalam struktur keanggotaanya. Disamping itu, perlu juga mengeluarkan
Peraturan Desa lainnya tidak hanya Peraturan Desa tentang Anggaran
Desa saja, agar apa yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang BPD bisa
diterapkan dengan baik .

2. BPD dengan Pemerintah Desa harus bisa menemukan cara untuk
bagaimana memiliki ikatan komunikasi yang baik supaya dapat saling
memahami, sehingga tidak ada lagi sekat dalam komunikasi antara BPD
dengan Pemerintahan Desa, Disamping itu untuk masalah finansial
diharapkan Pemerintah Desa untuk memberikan alokasi dana anggaran
untuk BPD karena BPD merupakan Legislatif dalam Desa yang sangat
diperlukan  keberadaanya dan juga perlu adanya anggaran untuk
pemberian pelatihan tentang Legal Drafting untuk kelancaran BPD

Sidorejo dalam membuat Peraturan Desa.
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